
3. 

2. 

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; I 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Baul!;au (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 !Hornor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 

I 
Undang-Undang Nomor i 1 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektro · ik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesI'a Nomor 4843); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Inform si dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Repu~lik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5952); 

1. 

SISTEM PEMERINTAHAN BERB SIS ELEKTRONIK 
KOTABAUBAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YiNG MAHA ESA 

W ALI KOTA BAUiAU, 

a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi mempunyai 
peran penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan 
administrasi pemerintahr1 yang bersih, efektif, transparan 
dan akuntabel; 

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian 
hukum kepada semua pi*ak yang terlibat dalam penerapan 
sistem pemerintahan berbasis elektronik serta pelaksanaan 
tugas Wali Kota berdasai"kan ketentuan Pasal 61 ayat (1) 
Peraturan Presiden Nomdr 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis I Elektronik, perlu menetapkan 
kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di 
Daerah; J 

c. bahwa berdasarkan pe,mbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan hu f b, perlu menetapkan Peraturan 
W a1i Kota ten tang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik di Kota Baubau; 

TENT ANG 

WALi KOTA BAUB~U 
PROVINSISULAWESITENGGARA 

I 
PERATURAN WALI KOTi BAUBAU 

NOMOR: 08 TAHUN 2023 

Mengingaf 
I 

Menimbang 



10. 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 
Wali Kota adalah Wali Ko~ Baubau. 
Perangkat Daerah adalah iunsur pembantu Wali Kota dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dalam 
penyelenggaraan urusan I pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 
Dinas Komunikasi dan Informatika adalah perangkat 
daerah yang melaksanakan kewenangan daerah dalam 
urusan pemerintahan ldi bidang komunikasi dan 
informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan 
urusan pemerintahan bidang persandian. 
Sistem Pemerintahan BerBasis Elektronik yang selanjutnya 
disingkat SPBE adalah periyelenggaraan pemerintahan yang 
memanfaatkan teknologi ip.formasi dan komunikasi untuk 
memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 
Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan 
terlaksananya pengaturani, pengarahan, dan pengendalian 
dalam penerapan SPBE serara terpadu. 
Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk 

I 
mencapai penerapan SfIBE yang efektif, efisien, dan 
berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas. 

I 
Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu 
atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai 
manfaat. J 
Arsitektur SPBE ad ' ah kerangka dasar yang 
mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan 

2. 
3. 

I 
I 

B,'}BI 
KETENT~AN UMUM 

I Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini )ang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Bauba~. 

I 

Pemerintah adalah Pemerirttah Kota Baubau. 

PERATURAN WALI KOTA 
BERBASIS ELEKTRONIK. 

I 
TE,TANG SISTEM PEMERINTAHAN 

Undang-Undang Nomor 23 ahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telahl beberapa kali diubahterakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor ?679); 
Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektrcnik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun :2018 Nomor 182). 

I 

I 
MEMUTUSKAN: 
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5. 

4. 

Menetapkan 



23. 

22. 

21. 

20. 

19. 

18. 

17. 

16. 

15. 

14. 

13. 

12. 

Infonnasi, lnfrastruktur .SPBE, Aplikasi SPBE, dan 
Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang 
terin tegrasi. 
Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan 
arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang 

I 

terin tegrasi. I 
Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur 
dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 

I 
Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, 
perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang 
utama untuk menjalankah sistem, aplikasi, komunikasi 
data, pengolahan dan penyirnparian data, perangkat 
integrasi/penghubung, dan' perangkat elektronik lainnya. 

I 
Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk 
penempatan sistem elektronik dan komponen terkait 
lainnya untuk keperluan !Penempatan, penyimpanan dan 
pengolahan, dan pemulihan Data. 

I 

J aringan Intra adalah jaringan tertutup yang 
menghubungkan antar iimpul jaringan dalam suatu 
orgamsasr. 

I 
Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat 
integrasi/ penghu bung untuk melakukan pertukaran 
Layanan SPBE. f 

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program 
komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan 
tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian 
Koordinator. / 
Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, 
dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit 
kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah. 

Aplikasi Khusus . adalah IAplikasi . SPBE yang di~angui:i, 
dikernbangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja 
untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan 
kebutuhan unit kerja lain. 1 

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang 
terpadu dalam SPBE. 
Audit Teknologi lnfonnasi dan Komunikasi adalah proses 
yang sistematis untuk merrperoleh dan mengevaluasi bukti 
secara objektif terhadap_l_ asset teknologi infonnasi dan 
komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 
kesesuaian antara teknologi infonnasi dan komunikasi 
dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan. 
Pemantauan SPBE ad4lah proses penilaian secara 
sistematis melalui verifikasi Infonnasi terhadap hasil 
penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan 
penerapan SPBE. 
Evaluasi SPBE adalah prpses penilaian secara sistematis 
melalui verifikasi dan klarifikasi Infonnasi yang dapat 
dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil 
penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan 
penerapan SPBE. 

11. 
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26. 

25. 

24. 
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' I 
BAB II 

I 
RUANO LINGKUP 

Pa1al 2 
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas: 

I 
a. Tata kelola SPBE; 
b. Manajemen SPBE; 
c. Audit Teknologi informatika clan Komunikasi; 

I 
d. Penyelenggaraan SPBE;dan I 
e. Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE. 

I 

BJB III 
I 

TATA KELOLA SPEE 

Bagia.4 Kesatu 
Umum 

Palal 3 

(l} Pemerintah Kota Baubau/ menyelenggarakan Tata Kelola 
SPBE secara terpadu. i 

(2} Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 
dilakukan terhadap unsur jsPBE. 

(3) Unsur SPEE di sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi: 
a. Arsitektur SPBE; 
b. Peta Rencana SPBE; 
c. rencana dan anggaran SPBE; 
d. Proses Bisnis; 
e. Data dan Informasi; 
f. Infrastruktur SPBE; 
g. Aplikasi SPBE; 

Pengguna SPBE adalah ins ansi pusat, pemerintah daerah, 
pegawai Aparatur Sipil N gara, perorangan, masyarakat, 
pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan 
SPBE. I 
Data adalah catatan atas lkumpulan fakta atau deskripsi 
berupa angka, karakter, 1 simbol, gambar, peta, tanda, 
isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi yang 
mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan 
suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. 
Informasi adalah keterantan, pemyataan, gagasan, dan 
tanda-tanda yang menganrung nilai, makna, dan pesan, 
baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, 
didengar, dan dibaca ykg disajikan dalam berbagai 
kemasan dan format ~esuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik 
ataupun nonelektronik. 



' Pasal 5 

(1) Arsitektur SPBE disusu11 untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun. 

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan reviu pada pdruh waktu dan tahun terakhir 
pelaksanaan atau Ser' aktu-waktu sesuai dengan 
kebutuhan. 

(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
unit kerjayang membidangi tugas dan fungsi SPBE. 

(8) 

(7) 

(6) 

(4) 

(3) 

(2) 

Bagian Kedua 
Arsitekthr SPBE 

I 
Pas'al 4 

(1) Arsitektur SPBE sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam 
pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, 
Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE 
untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu pada 
Pemerintah Kota Baubau. I 
Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat domain arsitektur.j 
Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat : 

d . . kt Pr I B' . a. omam arsite ur oses isms; 
b. domain arsitektur Dat.k. dan Informasi; 
c. domain arsitektur Infrk.struktur SPBE; 

I 
d. domain arsitektur Aplikasi SPBE; 

I 
e. domain arsitektur Kearnanan SPBE;dan 
f. domain arsitektur Layrnan SPBE. 
Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi 
Arsitektur SPBE nasional. I 

( 5) Arsitektur SPBE sebag~nana dimaksud pada ayat ( 1) 
disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE 

I 
nasional dan rencana strat'egis OPD. 

I 
Penyusunan Arsitektur S1PBE dikoordinasikan oleh unit 
kerja yang membidangi tugas dan fungsi SPBE. 
Dalam menyusun Arsitektbr SPBE, unit kerja sebagaimana 

I 

dimaksud pada ayat (61 dapat melakukan konsultasi 
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang aP.aratur negara. 
Arsitektur SPBE sebagaibana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Wali Kota dan menjadi pedoman dalam 

I 
proses integrasi layanan Sf BE. 

I 

h. Keamanan SPBE;dan 
1. Layanan SPBE. 
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(3) 

(2) 

( 1) 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Pasal 6 
Peta Rencana SPBE sebadaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) huruf b memuat: : 
a. Tata Kelola SPBE; 
b. Manajemen SPEE; 
c. Layanan SPBE; 
d. Infrastruktur SPBE; I 

e. Aplikasi SPEE; 
I 

f. Keamanan SPBE;dan I 

g. Audit Teknologi Info±asi dan Komunikasi. 
Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun dalam bentuk program dan/ atau kegiatan SPBE di 
Kota Baubau. I 

Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta 
Rencana SPBE nasional,! Arsitektur SPBE, dan rencana 
strategis OPD. i 
Peta Rencana SPBE ~isusun oleh unit kerja yang 
membidangi tugas dan fungsi SPBE. 
Dalam menyusun Pet~ Rencana SPEE, unit kerja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan 
konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di] bidang aparatur negara untuk 
menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional. 
Peta Rencana SPBE sebakaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Wali Koj Baubau, 

Pasal 7 
Peta Rencana SPBE disu!un untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun. 
Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan 
tahun terakhir pelaksanaan atau 
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. 
Reviu Peta Rencana SP E sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berdasarkan: 

(1) 

(5) 

Reviu sebagaimana dim sud pada ayat (2) dilakukan 
berdasarkan: 
a. peru bahan Arsitektur ISPBE nasional; 
b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE; 

I 
c. perubahan pada unsur SPBE Kota Baubau 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c 
sampai dengan huruf ~; atau 

d. perubahan rencana strategis OPD. 
I 

Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada 
I 

ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi. 

BagiJ Ketiga 
Peta Rencana SPBE 

I 

(4) 
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a terintegrasi berdasarkan pada 
endukung pembangunan atau 

PBE dan Layanan SPBE yang 

Proses Bisnis disusun sec 
Arsitektur SPBE untuk 
pengembangan Aplikasi 
terintegrasi. 
Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang 
menyelenggarakan fungsf organiasi dan Ketatalaksanaan 
dengan unit kerja yang! membidangi tugas dan fungsi 
Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

{3) 

(2) 

( 1) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

(6) 

a. perubahan PetaRene a SPBE nasional; 

b. perubahan rencana strategis OPD. 
c. perubahan Arsitektur bPBE; atau 

f 
d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE. 

I 
I 

Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan oleh u1it kerja yang membidangi tugas 
dan fungsi SPBE. j 

Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud 
I 

pada ayat (1) disampaikan lkepada tim koordinasi. 

Bagi~ Keempat 
Rencana d, Anggaran SPEE 

Pasal 8 
I 

I 
Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (3) huruf d disusun sesuai dengan proses 
perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah 
daerah dengan berpedomah pada Arsitektur SPBE dan Peta 
Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan 
dan kebutuhan anggarari SPBE dari seluruh organisasi 
perangkat daerah. I 
Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun 
usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit 
kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta 
Rencana SPBE. J 

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan 
oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi 
perencanaan dan pengkggaran dengan berkonsultasi 
kepada unit kerja yang/ membidangi tugas dan fungsi 
Teknologi Informasi dan Komunikasi. 
Penyusunan rencana danl anggaran SPBE dikoordinasikan 
dengan kementerian terikait sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 

Bagij Kelima 
Proset Bisnis 

Pasal 9 
I 

Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 
huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan 
Inforrnasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan 
Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. 

(4) 
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(4) 

(3) 

(2) 

Bagian Ketujuh 
I 

Infrastruktur SPBE 
Pa!al 12 

I 
Infrastruktur SPEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, 
keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi 
kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di 
Pemerintah Kota Baubau · I 
Infrastruktur SPEE sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 
terdiri atas: I 
a. Jaringan Intra Pemerintah Derah;dan 
b. Sistem Penghubung rlayanan Pemerintah Daerah. 
Infrastruktur SPBE diselbnggarakan oleh unit kerja yang 
membidangi tugas dan furtgsi SPBE. 
Infrastruktur SPEE seba~aimana dimaksud pada ayat (2} 
harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit 
kerja di Pemerintah Kota Baubau. 

I 

(1) 

(2) 

Pasal 11 
Data dan Informasi mer~pakan bagian dan digunakan 
dalam penyelenggaraan SBBE. 
Penggunaan Data dan I Informasi dilakukan dengan 
mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antarunit 
kerja di Instansi Pusat,I dan/ atau Pemerintah Daerah 
dengan berdasarkan tujpan dan cakupan, penyediaan 
akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar 
interoperabilitas Data dan Informasi. 

( 1) 

(3) 

(2) 

(1) 

(5) 

Penyusunan Proses Bisni sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dikoordinasikan an/atau dapat dikonsultasikan 
dengan kementerian Yalj1g menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang apratur negara. 
Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

I 
ditetapkan oleh Wali Kota Baubau 

Bagian )Keenam 
Data danl Informasi 

Pasal 10 
Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) huruf e mencakup jData dan Informasi yang dimiliki 
oleh Pemerintah Kota Baubau yang diperoleh dari 
Pengguna SPBE. f 

Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja 
pada Organisasi PerangkatJDaerah sesuai dengan tugas dan 
fungsinya berdasarkan priIJsip Satu Data Indonesia. 
Unit kerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi 
yang disediakan serta keainanan Data dan Informasi yang 
bersifat strategis dan/utau'rahasia. 

(4) 
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Pasal 14 
I 

(1) Seluruh unit kerja di ~emerintah Kota Baubau harus 
menggunakan Jaringan ljlltra Pemerintah Daerah untuk 
menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal. 

(2) Penggunaan Jaringan I Intra Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud ~ada ayat (1) harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut:I 
a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra 

pemerintah; I 
b. mendapatkan pertirnbangan kelaikan operasi dari 

Dinas Komunikasi dan Informatika yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang komunikasi dful informatika; dan 

c. mendapatkan pertimhangan kelaikan keamanan dari 
kepala lembaga fang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang keamanan siber. 

PaL1s 
(1) Sistem Penghubung Laykan Pemerintah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal I 12 ayat (2) huruf b harus 
menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah. 

(2) Seluruh unit kerja di Jemerintah Kota Baubau harus 
menggunakan Sistem Pcinghubung Layanan Pemerintah 
Daerah untuk integrasi dk.ta dan layanan SPBE. 

(3) Penggunaan Sistem Penkhubung Layanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai 
berikut: j 

a. membuat keterhubungan dan akses Sistem 
Penghubung Layanf Pemerintah Daerah dengan 

(5) Pembangunan dan pen mbangan Infrastruktur SPBE 
dilakukan selaras dengan sitektur SPBE Kota Baubau. 

(6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
( 1) diselenggarakan sesulai dengan standar perangkat, 
standar interoperabilitast standar keamanan sistem 
informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan 

I peraturan perundang-undrgan. 

Pasal 13 

(1) Penggunaan Jaringan [ Intra Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a 
bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan 
pengiriman Data dan Inforinasi antarsimpul jaringan dalam 
instansi Pemerintah Daerah. 

(2) Penyelenggaraan Jaringab Intra Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pJda ayat (1) dapat menggunakan 
jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah 
dan/ atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan 
jaringan. 
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d. 

c. 

b. 
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Pasal 16 
( 1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, pemerintah 

daerah melaksanakan fungsi layanan pusat 
komputasi/pusat kendali. 

(2) Layanan pusat komputasi pusat kendali di Pemerintah Kota 
Baubau sebagaimana di;xksud pada ayat (1) dikelola oleh 
unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi 
informasi dan komunikasi.~ 

(3) Seluruh unit kerja di l11emerintah Kota Baubau harus 
memanfaatkan layanan pus. at komputasi/pusat kendali. 

(4) Layanan pusat komputasi /pusat kendali dilakukan reviu 
pada paruh waktu dan ~. un terakhir pelaksanaan atau 
sewaktu-waktu sesuai denf8:°" kebutuhan. 

(5) Reviu layanan pusat komp~utasi/pusat kendali sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris melalui 
tim koordinasi SPBE Pemehntah Kota Baubau. 

( 

rasal 17 
( 1) Dalam hal Pu sat Data nasional telah ditetapkan dan 

tersedia, Pemerintah Ko1a Baubau harus menggunakan 
Pusat Data nasional. f 

(2) Jaminan ketersediaan per.yimpanan Data dalam layanan 
Pusat Data nasional dil~sanakan oleh unit kerja yang 
membidangi tugas dan rungsi Teknologi Informasi dan 
Komunikasi. 

Bagian Kedelapan 
Aplikar i SPBE 

Pa!al 18 
(1) Aplikasi SPBE sebagaimJ.a dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(3) huruf g digunakan oleh unit kerja di Pemerintah Kata 
Baubau untuk membet· an layanan kepada Pengguna 
SPBE. 

(2) Aplikasi SPBE sebagaima a dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. Aplikasi Umum; dan 

jaringan pemerintah an Sistem Penghubung Layanan 
pemerintah daerah I ·1 nya; 
memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan 
SPBE yang dit tapkan oleh OPD yang 
menyelenggarakan ur· san di bidang komunikasi dan 
informatika; 
mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari OPD 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang komunikasi aJn informatika; dan 

f 
mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari 
lembaga yang menye~enggarakan tugas pemerintahan 
di bidang keamanan siber. 



(2) 

( 1) 

(10) 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

(4) 

b. Aplikasi Khusus. 
(3) Pembangunan dan pe gembangan Aplikasi SPBE 

mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang 
dilaksanakan berdasarkati siklus pengembangan sistem 

Ii . ah I yang me puti t ap: 
a. kajian kebutuhan; 
b. rancang bangun; 
c. implementasi; 
d. pengujian kelaikan; 
e. pemeliharaan; dan 
f. evaluasi. 
Pembangunan dan Peng~mbangan Aplikasi pada (unit 
kerja/perangkat daerah) sJbagaimana yang dimaksud pada 

I 

ayat (3) dikonsultasikan oleh unit kerja yang membidangi 
I 

tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi. 
I 

Pembangunan dan Pengernbangan Aplikasi di Pemerintah 
Kota Baubau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) 
terpadu dan dikendalikan oleh unit kerja yang membidangi 
tugas dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi. 

I 

Pembangunan dan/atau I pengembangan Aplikasi SPBE 
dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE. 

I 

Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a telah tersedia, unit kerja di Pemerintah 
Kata Baubau harus menggµnakan Aplikasi Umum. 
Aplikasi khusus sebagaimJna dimaksud pada ayat (2) huruf 
b dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di 
Pemerintah Kota Baub,1u sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
Pembangunan dan Peng'embangan Aplikasi Khusus di 
Pemerintah Kata Bauba~ sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (8) berkoordinasi dengan unit kerja yang 
membidangi tugas dan !lfungsi teknologi informasi dan 
komunikasi. 
Hak cipta atas Aplikasi SRBE beserta kelengkapannya yang 
dibangun dan/ atau dikembangkan atas biaya Pemerintah 
Kota Baubau sebagairnana dimaksud pada ayat (2) menjadi 
milik Pemerintah Kata Bahbau dan tidak dapat digunakan 
di luar Pemerintah Kota iBaubau tanpa persetujuan dari 
unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknologi 
informasi dan komunikasii 

Bagian *esembilan 
Keamanan SPBE 

I Pajal 19 
Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) huruf h ditujukari untuk melindungi aset Data dan 
Informasi, Infrastruktur lsPBE, dan Aplikasi SPBE dari 
pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Keamanan SPBE sebagaihiana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi penjaminan: I 
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(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

( 1) 

(5) 

(4) 

a. kerahasiaan; 
b. keutuhan; 
c. ketersediaan; 
d. keaslian;dan 
e. kenirsangkalan. ) 
Seluruh unit kerja di Pemerintah Kota Baubau harus 
menerapkan Keamanan SPBE. 
Penerapan Keamanan I SPBE dilaksanakan dengan 
memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE 
sesuai dengan ketentuan ppraturan perundang-undangan. 
Pengendalian Keamanan S.PBE di Pemerintah Kota Baubau 
dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas 
dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi. 

I 
I 

Bagian Kesepuluh 
Layanf SPBE 

Pasal 20 
I 

Layanan SPEE sebagaimara dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3) huruf i terdiri atas: 1 

a. layanan adminisJasi pemerintahan berbasis 
elektronik; dan I 

' 
b. layanan publik berbasis elektronik. 
Layanan administrasi pdmerintahan berbasis elektronik 

I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
Layanan SPBE yang m~ndukung tata laksana internal 
birokrasi dalam rangk! meningkatkan kinerja dan 

I 

akuntabilitas di Pemerintah Kota Baubau. 
Layanan administrasi pJmerintahan berbasis elektronik 
meliputi layanan yang lmendukung kegiatan di bidang 
perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang 
dan jasa, kepegawaian, [kearsipan dinamis, pengelolaan 
barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, 
dan layanan lain sesuhl dengan kebutuhan internal 
Pemerintah Kota Baubau. I 
Layanan publik berbasis J1ektronik sebagaimana dimaksud 

I pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang 
mendukung pelaksanaan / pelayanan pu blik di Pemerintah 
Kota Baubau. 1 

Layanan publik berbasis ielektronik meliputi layanan yang 
mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi: 
a. pengaduan publik; / 
b. dokumentasi dan Informasi hukum; 
c. pengawasan internal;! dan/atau 
d. layanan publik sesuk dengan kebutuhan Pemerintah 

Kota Baubau. I 
Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE 
sebagaimana dimaksud ~ada ayat (1) bertanggung jawab 
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

I 
I 

(3) 
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(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 

( 1) 

f. 
g. 
h. 

e. 
d. 

manajemen Data; 
manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi; 

I 
manajemen sumber daya 4-anusia; 
manajemen pengetahuan; , 
manajemen perubahan;dJ 
manajemen Layanan SPBJ. 

Bagiah Kedua 
Manajemen Risiko 

PaJal 22 

Manajemen risiko sebagruhiana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan 
pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko 

I 

dalam mencapai tujuan S~BE. 
Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, 
analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi 
SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaaan SPBE di 
Pemerintah Kota Baubau. 
Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikoord~asikan oleh unit kerja yang 
menyelenggarakan tugas man fungsi di bidang pengawasan 
dan pengendalian internal! 

I 
Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan 

I ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagi~n Ketiga 
Manajemen Keamanan Informasi 

Pa~al 23 

Manajemen keamanan I~formasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 h~ruf b bertujuan menjamin 
keberlangsungan SPBE idengan meminimalkan dampak 
risiko keamanan Infonnasi. 
Manajemen keamanan I Infonnasi dilakukan melalui 
penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, 
perencanaan, dukungan j pengoperasian, evaluasi kinerja, 
dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan 
Informasi. j 

Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh 
unit kerja di Pemerintah Kota Baubau. 

c. 
b. 

I 

i 
manajemen risiko; I 
manajemen keamanan Informasi; 

a. 
Manajemen SPBE meliputi : 

BAB IV 
MANAJE*EN SPBE 

Bagianl Kesatu 
UIIfum 

Pasal 21 

I 
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(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

( 1) 

(4) 

(3) 

(2} 

( 1) 

(4) 

(4) 
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Bagian Keempat 
Manajemen Data 

PaJaI 24 
Manajemen Data sebagaiihana dimaksud dalam Pasal 21 
huruf c bertujuan untuk ¢enjamin terwujudnya Data yang 
akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai 
dasar perencanaan, ipelaksanaan, evaluasi, dan 
pengendalian pembanguno/1 nasional. 
Manajemen Data dilakultan melalui proses pengelolaan 

I 
arsitektur Data, Data ind.uk, Data referensi, basis Data, 
kualitas Data dan interoperabilitas Data. 
Manajemen Data dilaksanakan oleh unit kerja yang 
membidangi tugas dan furigsi yang bersangkutan. 

I 
Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

I peraturan perundang-undangan. 

t 

Bagiah Kelima 
Manajemen IAset Teknologi 

Pakal 25 
I Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d bertujuan 
untuk menjamin k~tersediaan dan optirnalisasi 
pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi 

I dalam SPBE. j 

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi 
dilakukan melalui prdses perencanaan, pengadaan, 

I pengelolaan, dan pen~apusan perangkat keras dan 
perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE 
di Pemerintah Kata Bauba:u. 
Manajemen aset teknolbgi informasi dan komunikasi 
dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Pemerintah Kota 
Baubau. ! 
Manajemen aset tekno~bgi informasi dan komunikasi 
dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas 
dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 
Manajemen aset teknolbgi informasi dan komunikasi 
dilaksanakan berdasarkari. ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pelaksanaan manajemen eamanan Informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ikoordinasikan oleh unit kerja 
yang membidangi tugas dan fungsi teknologi informasi dan 
komunikasi. r 

Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(2) 

(1) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

( 1) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 huruf e bertujuan untuk menjamin 
keberlangsungan dan p ningkatan mutu dan Layanan 
SPEE. 
Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses 
perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan 
pendayagunaan sumber ~aya manusia dalam pelaksanaan 
SPBE di Pemerintah Kota Baubau. 
Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh unit 
kerja yang membidangi ugas dan fungsi pengembangan 
sumber daya manusia. 
Manajemen sumber daya manusia memastikan 
ketersediaan dan kompetjnsi sumber daya manusia untuk 
pelaksanaan Tata Kelola srBE dan Manajemen SPEE. 
Manajemen sumber raya manusia dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan p]eraturan perundang-undangan. 

Bagi •. Ketujuh 
Manajeme1 Pengetahuan 

Pasal 27 

Manajemen pengetahua~ sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 huruf f bertujup.n untuk rneningkatkan kualitas 
Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan 
keputusan dalam SPBE. I 
Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses 
pengurnpulan, pengolaha4, penyimpanan, penggunaan, dan 
a1ih pengetahuan dan eknologi yang dihasilkan dalam 
penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Baubau. 
Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit 
kerja di Pemerintah Kota aubau. 
Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh unit kerja 
yang membidangi tugas dan fungsi yang bersangkutan. 
Manajemen pengetahucin dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan peidang-undangan. 

Bagianj Kedelapan 
Manajem1n Perubahan 

P8j~al 28 
Manajemen perubahan seibagaimana dimaksud dalarn Pasal 
21 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPEE 
rnelalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. 
Manajemen perubahd dilakukan melalui proses 
perencanaan, analisis, ) pengembangan, implementasi, 
Pernantauan SPBE dan E aluasi SPBE terhadap perubahan 
SPBE. 

( 1) 

Bagi Keenam 
Manajemen Su her Daya Manusia 
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a. penerapan tata ke ola dan manajemen teknologi 
informasi dan komu 1ilrasi; 

b. fungsionalitas teknol gi informasi dan komunikasi; 
c. kinerja teknologi i formasi dan komunikasi yang 

dihasilkan; dan 
d. aspek teknologi info asi dan komunikasi lainnya. 

(2) 

( 1) 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

( 1) 

(4) 

(5) 

(3) 
' 

Manajemen peru bahan s bagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh selu h unit kerja di Pemerintah Kota 
Baubau yang menyelenggfakan Layanan SPBE. 
Manajemen perubahan di,oordinasikan oleh tim koordinasi. 
Manajemen perubahan) dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan peruidang-undangan. 

Bagian esembilan 
Manajemen -ILayanan SPBE 

Palal 29 

Manajemen Layanan SPBl~ sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 huruf h bertujuan untuk menjamin 
keberlangsungan dan · eningkatkan kualitas Layanan 
SPBE kepada Pengguna SfBE. 
Manajemen Layanan SfBE dilakukan melalui proses 
pelayanan Pengguna SPB~, pengoperasian Layanan SPBE, 
dan pengelolaan Aplikasi 1PBE. 
Manajemen Layanan SP11E dilaksanakan oleh unit kerja 
sesuai dengan tugas ldan fungsinya masing-masing 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6). 

I 
Manajemen Layanan SrBE dikoordinasikan oleh tim 
koordinasi. 
Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan 

I ketentuan peraturan peru[dang-undangan. 

Bru3 V 
I 

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Audit Teknologi Info± 
3:an 

Komunikasi dilakukan 
secara berkala untuk I memastikan keandalan dan 
keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi. 

Audit Teknologi Informasi ldan Komunikasi terdiri atas: 
a. audit Infrastruktur SLBE; 
b. audit Aplikasi SPBE; dan 
c. audit Keamanan SPB . 

(3) Audit Teknologi Informa i dan Komunikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok 
teknis pada : 
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(2) 

( 1) 

Bt8 VII 
PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE 

Palal 33 

Pemantauan SPBE dan EJ~aluasi SPBE bertujuan untuk: 
a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di 

Pemerintah Kota Bau au; dan 
b. memberikan saran p rbaikan yang berkesinambungan 

untuk peningkatan l kualitas pelaksanaan SPBE di 
Pemerintah Kota Bau[ bau .. 

Pemantauan SPBE dati Evaluasi SPBE sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 1 (satu) tahun. 

(3) Pemantauan SPBE dan valuasi SPBE didasarkan pada 
pedornan evaluasi SPBE. 

( 4) Pemantauan SPBE dan valuasi SPBE dilaksanakan oleh 
tim koordinasi sebagaim a dimaksud dalam Pasal 32. 

(5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi 
SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim 
asesor internal yang ditetJpkan oleh Wali Kota Baubau. 

(6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota 
Bau bau melalui tim koordinasi. 

Tim koordinasi sebag · · ana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh W a1i Kota. 

(2) 

( 1) 

(4) 

(3) 

( 1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan 
oleh tim auditor di ba ah koordinasi unit kerja yang 
membidangi sistem penger dalian internal pemerintah. 

(2) Tim auditor sebagaimcira dimaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan dengan KeputJsan Wall Kota. 
Audit Teknologi Informaii dan Komunikasi dilaksanakan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. 
Audit Teknologi Informadi dan Komunikasi dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

B~VI 
PENYELE,GGARASPBE 

Pasal 32 

Untuk meningkatkan ketdrpaduan pelaksanaan Tata Kelola 
SPBE, Manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi 
dan Komunikasi, serta emantauan SPBE dan Evaluasi 
SPBE, dibentuk tirn koordinasi sebagai penyelenggara SPBE 
di Pemerintah Kata Baub 
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BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR .68 I . 
I 

A ODE AHMAD MONIANSE 
I 

Diundangkan di Baubau 

pada tanggal, % A6USTVS" 2023 
I 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, 

Ditetapkan di Baubau 
I pada tanggal, B A GUSTUS 2023 

WALI KOTA BAUBAU, 

' Pasal 35 
Peraturan Wali Kota ini bulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. [ 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan [ Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

I 

Ketentuan lebih lanjut meng nai SPBE tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan blgian tidak terpisahkan dari 

Wali K . . I 
Peraturan ota mi. I 

BJvn 
KETENTUANI PENUTUP 

Pasal 34 
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Ruang lingkup Kebijakan Internal SPBE Pemerintah Kota Baubau meliputi 10 
(Sepuluh) unsur, antara lain: 

1. Arsitektur SPBE; 
I 

2. Peta Rencana SPBE; 
3. Manajemen Data; 
4. Pembangunan Aplikasi SPBE; 

Kebijakan internal SPBE disusun dengan maksud memberikan landasan 
pelaksanaan proses tata kelola SPBE dan lmanajemen SPBE di lingkungan 
Pemerintah Kota Baubau. 

Kebijakan internal SPBE Kota Baubau disusun dengan tujuan agar proses 
tata kelola dan manajemen dapat berjalan terpadu, efektif dan efisien dalam 
mewujud~an tujuan dari pelaksanaan SPBE). 1 

C. RuanglLingkup 

B. Maksud dan Tujuan 

I 

A. Latar Belakang 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 95 Tahun 2018 ten tang Sistem 
I 

Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi 
Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang 
efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas 
pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE I dapat berjalan untuk mencapai 
tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui 
sejauh m~a kemajuan dari pelaksanaan S~BE di setiap Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah. ! 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Permen PANRB 59/2020) membagi 

I 

proses pemantauan dan evaluasi ke dalam 47 indikator. Pada aspek kebijakan 
internal SPBE dinyatakan ada 10 (sepuluh~ kebijakan internal yang harus 
dimiliki oleh lnstansi Pusat dan Pemerintah Daerah. 

I 

Pemerihtah Daerah, selanjutnya disebut Fh:emerintah Kota Baubau, sebagai 
salah satu Pemerintah Daerah dalam pei yelenggaraan SPBE, menyusun 
kebijakan internal tata kelola SPBE sesuai dengan amanat dari Permen PANRB 
59/2020, yang selanjutnya disebut sebagai Kebijakan Internal SPBE Pemerintah 
Kota Baubau. 

KEBIJAKAN INTE:R-NAL 
SISTEM PEMERINTAHAN BER~ASIS ELEKTRONIK 

BAB I I 
PENDAHULUAN 

I 
LAMPI RAN: 
PERATURAN WALT KOTA BAUBAU 
NOMOR ..... TAHUN 2023 
TENTANGI 
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRO IK 

I 
I 
I 
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A. Arsitektur SPBE 

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Pemerin~ah Kota Baubau bertujuan untuk 
memberikan landasan penyusunan Arsitekttlir SPBE dan berlaku mengikat 

I 

seluruh organisasi perangkat daerah di lingkun'gan Pemerintah Kota Baubau. 
I 

Kebijakan 'internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kata Baubau harus direviu dan 
dievaluasijsecara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur 
SPEE dituangkan dalam bentuk laporan ha~il reviu dan evaluasi dan dapat 
ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. ) 

Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Baubau adalah kerangka dasar yang 
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, J data dan informasi, aplikasi, 
infrastruktur dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang 
terintegrasi. Arsitektur SPEE juga memberikan panduan dalam melaksanakan 
integrasi 1proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan 
keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan yang terpadu. 

BAB II 
PERNY ATAAN KEBIJAKA~ INTERNAL 

6. 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

I 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 [fahun 2021 tentang Pedoman 
Tekniks Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektr~nik. f 

Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 474/X./2022 tanggal 24 oktober 2022 
tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Baubau tahun 2022. 

5. 

2. 

1. 
I 
I 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018/1 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik; 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Ap91atur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan 
dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis1 Elektronik. 

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara/ Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem 

Baubau disusun atas dasar Kotk 
I 

Kebijakan Internal SPBE Pemerintah 
referensi sebagai berikut: 

D. Referensi 

5. Layanan Pusat Data; 
I 

6. Layanan J aringan Intra; 
[ 

7. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan; 
8. Manajemen Keamanan Informasi; 
9. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi ~TIK); dan 

10. Penyelenggara SPBE. I 

I 
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B. Peta Rencana SPBE / 

KebijJan Internal Peta Rencana SPBE Pe~erindah Kota Baubau bertujuan 
untuk memberikan landasan penyusunan feta Rencana SPBE dan berlaku 
mengikat lseluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota 

BKabu"~akau. l · t 1 p ta R SPBE a· l d di al . . dik e lJ an in erna e encana ireviu an iev uasi secara peno 1 . 
Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal! Peta Rencana SPBE dituangkan 
dalam ben. tuk laporan hasil reviu dan evaluas[· dan dapat ditindaklanjuti dengan 
kebijakan baru. 

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan 
langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE 

I _ 21 - 

Arsitektur SPBE disusun dengan berpedom n pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Referensi Arsi ektur SPBE Nasional. Referensi 
Arsitektur SPBE Nasional yang dimaksud, mencakup: 
1. Referens~ Arsitektur Proses Bisnis (RAB); f 

2. ReferenJi Arsitektur Data dan lnformasi (RAD:); 
3. ReferenJi Arsitektur Layanan (RAL); 
4. ReferenJi Arsitektur Aplikasi (RAA); 
5. ReferenJi Arsitaktur Infrastruktur (RAI);dan 

I 

6. Referensi Arsitektur Keamanan (RAK). 
I 

Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Baubau, mencakup semua domain 
I I 

arsitektur SPBE, antara lain: 
1. Domain' Proses Bisnis; 

2. Domainj Data dan Informasi; 
3. Domain Layanan; 
4. Domain Aplikasi; 

5. Dom~ lnfrastruktur SPBE;dan 
6. Domain Keamanan SPBE. 

ArsitekLr SPBE Kota Baubau harus terintegrasi. Integrasi yang dimaksud 
mencakup: integrasi antar Pemerintah Kota Baubau, antar kementerian, 
dan/ atau an tar pemerintah Kota Baubau dengan Instansi Pusat. 

Arsitektur SPBE di susun oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi 
kornunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh OPD di lingkungan 

I I 

Pemerintah Kota Baubau. Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Wali Kata untuk 
jangka waktu 5 (lima) tahun. I 

Arsitektur SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik, minimal pada paruh 
waktu dan tahun terakhir pelaksanaan ata!u sewaktu-waktu sesuai dengan 
kebutuhari. Reviu arsitektur SPBE dilakukan ci.tas dasar: 
1. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional; I 
2. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; I 
3. Perubahan rencana dan anggaran SPBE, 1toses Bisnis, Data dan Informasi, 

Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE; 
serta I 

4. Peru bahan rencana pembangunan jangka rrienengah daerah. 
' I 
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bertujuan untuk memberikan pedoman d am penyusunan Rencana dan 
Anggaran fahunan SPEE Pemerintah Kota Ba bau. 

Peta Rencana SBPE Daerah disusun atas d sar Peta Rencana SPBE Nasional, 
ArsitekturjSPBE Kota Baubau, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Strategis OPD. I , 

Peta Rencana SPEE memuat aspek Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, 
Layanan $PBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi ,PBE, Keamanan SPBE, dan Audit 
TIK. I 

Peta Rencana SPEE menjamin keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Ins;,:n~i i:::m:!;~ :::::u::: dan J:::;c::::::t;::: yang 
membidarigi komunikasi dan informatikaJ berkoordinasi dengan seluruh 
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Peta 
Rencana SPBE ditetapkan oleh Wali Kota Baubau untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun. i l 

Peta Rencana SPBE direviu dan dievalua i secara periodik, minimal pada 
paruh waktu dan tahun terakhir pelaksana:ttau sewaktu-waktu sesuai dengan 
kebutuhan. Review Peta Rencana SPBE dil an atas dasar: 

I 

1. Perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Ko Baubau; 
I • 2. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; 
I 

3. Perubajhan rencana strategis OPD; dan/atal 
4. Hasil p:emantauan dan evaluasi SPBE Pemer· tah Kota Baubau. 

C. Manajemen Data 
I . 

KebijaJ1an Internal Manajemen Data Pemerintah Kota Baubau bertujuan 
untuk mJmberikan landasan manajemen dara dan berlaku mengikat seluruh 
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau. 

Kebij~an internal Manajemen Data direviu dan dievaluasi secara periodik. 
Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data dituangkan dalam 
bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan 
kebijakan' baru. I 

ManajJmen Data dilakukan untuk menj~in terwujudnya data yang akurat, 
mutakhir) terintegrasi, dan dapat diaksrs sebagai dasar perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah. Manajemen 
Data Kota Baubau ditujukan untuk mewi(ijudkan Satu Data Daerah dan 
mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia.I 

Sasar$ Manajemen Data Pemerintah Kota ~aubau adalah: 
1. Memaliami kebutuhan informasi; f 

2. Mendabatkan, menyimpan, melindungi, d~ memastikan integritas aset data; 
3. Menin~tkan kualitas data dan informa~i 1secara terus-menerus, antara lain: 

Akurasi data, Integritas data, Integrasi dra, Ketepatan waktu pengambilan 
dan penyajian data, Relevansi dan keguna data, Kejelasan dan kesepakatan 
bersania atas definisi data; 

4. Untukjmemastikan privasi dan kerahasia~, dan untuk mencegah pihak yang 
tidak berwenang atau penyalahgunaan data dan informasi; dan 

5. Untukmemaksimalkan penggunaan dan hi sil yang efektif terhadap aset data 
dan informasi. 



Kebijak'an Internal Pembangunan Aplikasi Daerah mengatur tentang sik:lus 
Pembangunan Aplikasi, bertujuan untuk memberikan landasan dalam 
pembangunan aplikasi dan berlaku mengikat seluruh Organisasi Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bauba~. 

KebijJan internal Pembangunan Aplikasi Daerah direviu dan dievaluasi 
secara periodik, Hasil reviu dan ' evaluasi kebijakan internal Pembangunan 
Aplikasi Daerah harus dituangkan dalam bentilik laporan hasil reviu dan evaluasi 
dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. 

Pembabgunan Aplikasi SPBE Pemerintah ~ota Baubau harus sesuai dengan 
Arsitektur1 SPBE khususnya Domain Aplikasi, Pembangunan Aplikasi SPBE 
harus mengikuti standar teknis dan prosedur pembangunan (siklus 
pembangunan] aplikasi yang lengkap ses~ai dengan ketentuan peraturan 
perundangan yang berlaku dan/ atau standar / best practice yang berlaku. 
Standar teknis dan siklus pembangunan aplikasi SPBE dituangkan dalam bentuk 
Pedoman Pembangunan Aplik:asi SPBE Remerintah Kota Baubau, yang 
mencakup: 

I 1. Perencanaan; 
2. Analisis; 
3. Desain; 
4. ImpletAentasi; dan 

I 
5. Pemeliharaan 

I 

D. Pembangunan Aplikasi SPBE 

I 

PengatU:ran tentang Manajemen Data PemJrintah Kota Baubau dituangkan 
dalam bentuk Pedoman Manajemen Data. Pedornan Manajemen Data di susun 
oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, 
berkoordin'asi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerinta4 Kata Baubau. J 

Pedoman Manajemen Data Daerah ditetapkan oleh Wall Kota Baubau. 
Pedoman Manajemen Data disusun atas dasar/ pedoman Manajemen Data SPBE 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/ atau 
standar / best practice yang berlaku. I 

Pedomdn Manajemen Data Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik 
setiap tahun, atau sewaktu-waktu jika ada pemibahan kebutuhan atau referensi 

I dalam penyusunannya. 
I 

Manajemen Data Pemerintah Kata Baub u mengatur rangkaian proses 
pengelolaan: 

I 

1. Arsitektur data; 
2. Data induk; 
3. Data referensi; 

I 
I 

4. Basis data; 
5. Kualitas data; dan 
6. Interoperabilitas data. 

- 23 - 



F. Layanan Jaringan Intra 
I 

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pemerintah Kota Baubau 
bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan Layanan Jaringan Intra 
dan berlciku mengikat seluruh Organisasi jPerangkat Daerah di lingkungan 
Pemerin,11 Kota Baubau. I 
Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra direviu dan dievaluasi secara periodik. 
Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Layanan Jaringan Intra dituangkan 
dalam bentuk laporan hasil reviu dan evalua~i dan dapat ditindaklanjuti dengan 
kebijak I baru. 

I 

Agar penggunaan Layanan Pusat Data berjalan efektif dan dapat digunakan 
oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah I di lingkungan Pemerintah Kota 
Baubau, penyelenggara Layanan Pusat Data menyusun prosedur pengoperasian 
baku (SOP) Layanan Pusat Data. SOP Layanan Pusat Data Pemerintah direviu 
dan dievaluasi secara periodik. I 

I 
I 

Layanan Pusat Data digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Penggunaan Layanan Pusat Data harus 
direviu dan dievaluasi secara periodik. 

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data bertujuan untuk memberikan 
landasan penyelenggaraan layanan pusat data di lingkungan Pemerintah Kota 
Baubau. . I 

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data harus direviu dan dievaluasi secara 
periodik. IHasil reviu dan evaluasi Kebijakan Internal Layanan Pusat Data. 
dituangkan dalam bentuk laporan hasil I reviu dan evaluasi dan dapat 
ditindakla'.njuti dengan kebijakan baru. I 
Layanan hisat Data Pemerintah Kota Baubau disediakan untuk memfasilitasi 
penempatan sistem elektronik clan komponen terkait lainnya untuk keperluan 
penempatan, penyimpanan clan pengeolahan data, serta pemulihan data. 
Layanan Pusat Data diselenggarakan oleh drganisasi Perangkat Daerah yang 
membidangi komunikasi dan infonnatika. r 

Layan~ Pusat Data dapat disediakan dal~ bentuk swa kelola/mandiri dan/ 
atau memanfaatkan Layanan Pusat Data Nasional dengan prinsip berbagi pakai. 
Layanan Pusat Data Pemerintah Kota Baubau harus memiliki interkoneksi 
dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah 
daerah lain. 1 

I 
I 
I 

Pedoman Pembangunan Aplikasi Daerah d susun oleh Organisasi Perangkat 
Daerah yang membidangi komunikasi dan inf nnatika. Pedoman Pembangunan 
Aplikasi SPBE ditetapkan oleh Wall Kota Baubau. Pedoman Pembangunan 
Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara per odik. 

Setiap Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pernbangunan 
aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kdta Baubau harus melaksanakan 
proses konsultasi terkait siklus Pembangunanl Aplikasi SPBE dengan Organisasi 
Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. menjamin 
keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan 
Pemerintah Kota Baubau. 

1 

Aplikasi SPBE yang telah dibangun harusididaftarkan dan disimpan pada 
repositori Aplikasi SPBE Pemerintah Kata Ba bau beserta dengan kode sumber 
dan dokumentasinya. 

E. Layanan Pusat Data I 

- 24 - 



Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kata 
Baubau bertujuan untuk memberikan llandasan penyelenggaraan dan 
penggunaan Sistem Penghubung Layanan dari berlaku mengikat seluruh OPD di 
lingkung1 Pemerintah Kota Baubau. I 

Kebijakan internal Layanan Penggunaan S~stem Penghubung Layanan direviu 
dan dievhluasi secara periodik. Hasil reviu] dan evaluasi kebijakan internal 
Penggunaan Sistem Penghubung Layanan dituangkan dalam bentuk laporan 
basil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. 

Siste~ Penghubung Layanan merupakan lperangkat integrasi/ penghubung 
untuk melakukan pertukaran layanan SPBE. Penyediaan Sistem Penghubung 
Layanan ditujukan untuk meningkatkan ~fisiensi dalam pernbangunan dan 
pengembf'1gan dan integrasi Layanan SPEE. I 

Sistem Penghubung Layanan Pernerintah Kota Baubau diselenggarakan oleh 
OPD yang membidangi komunikasi dan infonbatika. Dalam rnenyediakan Sistem 
Penghubung Layanan, penyelenggara wajib rnenerapkan standar iteropabilitas, 
standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang 
berlaku, dan akses rnelalui Jaringan Intra Pemerintah Kota Baubau. 

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Baubau sebagaimana 
dimaksud menyediakan: I 
1. Jalur/bus yang dapat diakses secara multi oint; 
2. Metadaia repository;dan 
3. Service directory. 

Sistej Penghubung Layanan dapat digunakan oleh seluruh OPD di 
lingkungan Pemerintah Kota Baubau. Sistein Penghubung Layanan rnemiliki 
interkoneksi (keterhubungan) dengan Sistern Penghubung Layanan Pemerintah. 
Agar Sistern Penghubung Layanan dapat digunakan dengan efektif, maka 
penyelenggara Sistem Penghubung Layanan rnenyusun SOP Sistem Penghubung 

G. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan 
I 
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JaringJn Intra (intranet) adalah jaringan ertutup antar simpul jaringan di 
dalam lingkungan Pemerintah Kota Baubau, yang digunakan sebagai sarana ::!~Bf data dan informasi antar simpul jlaringan dalam Pemerintah dengan 

Layanan Jaringan Intra digunakan oleh sel · ruh Organisasi Perangkat Daerah 
di Iingkungan Pemerintah Kota Baubau. Layarian Jaringan Intra harus memiliki 
interkoneksi dengan Layanan Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Intra 
Instansi Phsat/Pemerintah daerah lain. I 

I I 
Layanan Jaringan Intra diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah 

yang membidangi komunikasi dan informatika. Layanan Jaringan Intra untuk 
keperluan khusus dapat diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah 
tertentu dtas ijin dan koordinasi dengan penyelenggara Layanan Jaringan Intra 
Pemerintah Kota Baubau. Layanan Jaringan Iptra sebagaimana dimaksud dapat 
menggunakan jaringan fisik yang dibangun Jsendiri, dan/ atau penyedia jasa 

• l . layanan jarmgan. 
I 

Penyelenggara Layanan Jaringan Intra I menyediakan SOP Penggunaan 
Layanan Jaringan Intra. SOP Penggunaan dan Layanan Jaringan Intra direviu 
dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi terhadap Layanan 
Jaringan Intra dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan Layanan Jaringan 
Intra. 



I 

Organisasi Perangkat Daerah yang membi angi Komunikasi dan informatika 
bertanggung jawab menyelenggarakan Sistem Manajemen Keamanan lnformasi di 
lingkungan Pemerintah Kota Baubau. 

SisteJ Manajemen Keamanan Informasi ~arus direviu dan dievaluasi secara 
periodik. I . t 

I. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi {TIK) 

Kebijlan Internal Audit TIK bertujuan un~k memberikan landasan cakupan 
dan pe1a1fsanaan Audit TIK di lingkungan Pe~trintah Kata Baubau. 

Kebijakan internal Audit TIK direviu dan dirvaluasi secara periodik. Hasil reviu 
dan evalti.asi kebijakan internal Audit TIK dituFgkan dalam bentuk laporan hasil 
reviu ctanl evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. 

Audit jr1K adalah proses yang sistematis u1tuk memperoleh dan mengevaluasi 
bukti secara objektif terhadap aset teknolagi[informasi dan komunikasi dengan 
tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan 
kamunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. 

Perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanr lnformasi dalam SPBE. 

Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus diterapkan di semua OPD di 
lingkungan Pemerintah Kata Baubau. r 

Pelaks!anaan Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan berdasarkan 
Pedoman: Manajemen Keamanan Informasi SPBE sesuai dengan ketentuan 
peraturari. perundangan yang berlaku. 

Evaluasi kinerja; dan 

penggunaan Sistem Penghubung 
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Layanan yang dapat dijadikan standar b 
Layanan imtuk integrasi layanan SPBE. 

SOP dk Sistem Penghubung Layanan direjriu dan dievaluasi secara periodik. 
Hasil review dan evaluasi dapat ditindaklanjluti dalam bentuk perbaikan atau 
penyempurnaan SOP dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kata Baubau. 

H. Manajlmen Keamanan Inforrnasi 

KebijL Internal Manajemen Keama'lan Informasi bertujuan untuk 
memberikan landasan penyelenggaraan manajemen keamanan informasi dan 
berlaku mengikat seluruh OPD di lingkungan Jemerintah Kata Baubau. 

Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi direviu dan dievaluasi 
secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen 
Keamanah Informasi dituangkan dalam bentti.k laparan hasil reviu dan evaluasi 
dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan bdru. 

Siste~ Manajemen Keamanan Informrlsi dilakukan untuk menjamin 
keberlangsungan SPBE dengan meminim kan dampak risiko keamanan 
informasi. 

Sisten{ Manajemen Keamanan Informasi m ncakup: 
1. Penetdpan ruang lingkup; 

I . b 2. Penetapan penanggung jawa ; 
I 

3. Perencanaan; 
4. DukuJgan pengoperasian; 

5. 
6. 



Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBJ Kota Baubau bertujuan untuk 
memberikan landasan pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi 

S~~~ijL Internal Tim Koordinasi SPBk direviu dan dievaluasi secara 
periodik. 1 Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE 
dituangkan dalam bentuk laporan basil ! reviu dan evaluasi dan dapat 
ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. J 

Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan 
keterpaduan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kata 
Baubau. j 

Tim Koordinasi SPEE terdiri atas: 
1. PengJah yang dijabat oleh Wali Kota Baubau; 
2. Koord~nator yang dijabat oleh Sekretaris nJerah; 
3. Penanggungjawab percepatan SPBE ykg dijabat oleh para Asisten 

Pemerintahan Umum dan Kesra Setda Kota'. Baubau; 
4. Penanbungjawab manajemen layanan kan aset TIK, manajemen data, 

aplikasi dan infrastrutur SPBE, manajemen pengetahuan dan manajemen 
keamanan informasi yang dijabat oleh Kepala Dinas Informasi dan komunikasi 
Kota Baubau; l 

5. Penan'ggungjawab penganggaran dan per ncanaan SPBE yang dijabat oleh 
I J 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Bappeda 
I Kota Baubau; I 

6. Penanggungjawab SDM yang dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan SDM Kota Baubau; J 

2. Fungsionalitas TIK; 

3. KinerjarIK yang dihasilkan; dan 
4. Aspek 'FIK lainnya. 

I 

I 
Audit TIK mencakup: 

1. Audit Irifrastruktur SPBE; 
I 

2. Audit Aplikasi SPBE; dan 
3. Audit K~amanan SPBE. 

I 
Audit TIK meliputi pemeri.ksaan hal pokok te is pada: 

1. PeneraJan tata kelola dan manajemen TIK; I 
I 
I 
I 

Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga audit TIK pemerintah atau lembaga 
' I 

pelaksanal Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundan9-undangan. I 

Pelaksanaan Audit TIK dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah 
yang membidangi komunikasi dan informatikal berkoordinasi dengan Inspektorat 
Daerah. I 

Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit 
TIK yang I diatur dalam Peraturan Menteri I yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

Audit TIK dilaksanakan setiap tahun. Hash Audit TIK ditindaklanjuti dalam 
kerangka perbaikan TIK untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE. 

I I 

J. Tim Koordinasi SPBE [ 

- 27 - 



WALi KOTA BAUBAU, 
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7. Penanggungjawab Transformasi proses bis is digital dan manajemen resiko 
yang dijabat oleh Kepala Bagian Organisasi etda Kota Baubau; 

8. Tim Pelkksana yang diketuai oleh Kepala 01·: as Komunikasi dan Informatika 
Kota Bi:lubau dan beranggotakan Kepala agian dan Kepala Bidang OPD 
lingkup Pemerintah Kota Baubau. 

Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas sebag1 berikut: 
1. Mengkdordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi 

pelaksanaan SPBE, dalam rangka mendukung penerapan SPBE di seluruh 
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau; dan 

2. Melakukan koordinasi dengan tim kodrdinasi SPBE Nasional untuk 
pelaksa':naan SPBE yang melibatkan lintasl Pemerintah daerah dan Instansi 
Pusat, dalam rangka mendukung penerapan SPBE antara Pemerintah daerah 
denganPemerintah daerah lain, dan dengan.instansi pusat. 

3. Melakskakan perumusan kebijakan dan pererapan SPBE. 
Tim Kobrdinasi SPBE membuat program kerja dalam menjalankan tugasnya, 

dan mensosialisasikannya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Tim 
Koordinasi SPBE Kota Baubau ditetapkan oleh rali Kota. 

Dalam lmelaksanakan evaluasi dan monitoring internal pelaksanaan SPBE, 
Tim Koordinasi SPBE dapat membentuk Tim A~esor Internal SPBE. Susunan dan 
tugas Timi Asesor Internal SPBE Pemerintah Kota Baubau ditetapkan oleh Wali 

I I Kota. 


